WALIKOTA PRABUMULIH

PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH

NOMOR 73TAHUN 2015

TENTANG

RETRIBUSI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MENARA

Menimbang

Mengingat

TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

—h

WALIKGTA PRABUMLULIH,

bahwa Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2008 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah
dibataikan Mahkamah Kgonstitusi Republik Indonesia dengan
Futusan Nomor 46/FPUU-X112014, sehingga perhitungan tarif
retribust pengendalian menara telekomunikasi perlu direvisi.

bahwa untuk menindaklianjuti  Peraturan Daerah Kola
Prabumulih  Nomor 1  Tahun 2013 tentang Retribusi
Pengendalian Menara Telgkomunikasi, perlu diatur dan
ditetapkan dengan Peraturan Walikota ientang Retribusi
Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Undang-Undang MNomor 38  Tahun 1999  tentang
Telekomunikas! {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1899 Nomor 154, Tambahan Lembaran MNegasra Republik

Indonesia Nomor 38581);

Undang-Undang Nomor & Tahun 2001 tentang Pembentukan
Keota Praburmulih (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun
2001 Nomar 85, Tambahan Lembaran Negara Republik

tndonesia Nomor 4113);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonasia
MNomor 4725,




10,

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dgan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indenesia
Tahun 2008 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5043}

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2014
Nomar 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sehagaimana telah diubah beberapa kall, terakhir
dengan Undang-Undang Nomer @ Tahun 2015 tentang
perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 567%);

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor 3980);

Peraturan Pemerintah MNomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan anfara Pemernntah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemertntah Nomor 69 Tahun 2010 fentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5181},

Peraturan  Meanteri Komunikasi dan Informatika Nomor
O1/PER/M.KOMINFO/01/2010  tentang  Penyelenggaraan

Jaringan Telekomunikasi;

Peraturan Daerah Kota Prabumulin Nomer 1 Tahun 2013
Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
{Lembaran Daerah Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2013).




MEMUTUSKAN .

Menetapkan - PERATURAN WALIKOTA TENTANG RETRIBUSI PENGAWASAN

DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAE |

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.

Kot adalah Kota Prabumulib.

Pemerintah Kota adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah.
Valikota adalah Walikota Prabumulih.

Dinas adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang komunikasi dan

informatika.

Kepala Dinas adalah kepala instansi yang membidangi komunikasi dan

informatika.

Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/fatau penerimaan clari
setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan

bunyi melalui sistem kawat optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.

Tim Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikast yang selanjutnya
disebut Tim Pengawas adalah Tim yang dibenfuk oleh Kepala Dinas untuk

melaksanakan Pemeriksaan berkala terhadap kondisi menara telekomunikas.

Menara adalah Menara Telekomurikasi yang berupa bangunan-bangunan untuk
kepentingan umum yang didinkan di atas tanah atau bangunan yang merupakan
satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk
kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang clitkat
oleh berbagal simpul atau berupa beniuk tunggal tanpa simpul, di mana fungsi,
desain dan konstruksinya disesuakan sebagal sarana penunjang penempatan

perangkat telekomunikasi.

Penyedia Menara adalah perseorangan, Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah,
Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Swasta yang memiliki dan
mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oieh penyelenggara

telekomunikasi.
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12.

13

14.

15.

16,

17.

18.

Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola danfatau mengoperasikan
menara yang dimitiki cleh pihak lain.

1zin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB Menara adalah 1Zin
mendirikan bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Kota kepada pemilik
menara telskomunikasi untuk membangun baru atau mengubah menara
telekomunikasi sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis
yang berlaku dengan memperhiiungan variabel fungsi luas area, ketinggian dan
beban menara.

Pengendalian adalah suatu mekanisme untuk mencegah terjadinya penyimpangan
dan disertai dengan tindakan pelurusan (koreksi} yang didasari suatu ketentuan
yang berlaku dan pemenuhan persyaratan teknis dan persyaratan non teknis
menara telekomunikasi.

Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematik untuk menetapkan kinerja
standar pada perencanaan untuk merancang sisiem umpan balik informasi, untuk
membandingkan kinerja akiual dengan standar yang telah ditentukan, yang dilkuii
oleh tindakan korektif apabila terjadi penyimpangan.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah
sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin fertentu yang kKhusus
disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang
pribadi atau Badan.

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat RPMT
adalah pungulan daerah sebagan pembayaran  atas jasa pengawasarn.
pengendalian, pengecekan dan permantauan terhadap perizinan menara
telekomunikasi, keadaan fisik menara telekomunikasi, dan potensi kemungkinan
tmbulnya gangguan atas berdirinya menara telekomunikasi yang dilaksanakan
oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan terkait.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut perundang-
undangan di bidang Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retnbusi,
termasuk pemungut atau atau pemotong retribusi tertentu.

Pemungutan adalah suatu rangkatan kegiatan mulai dari penghimpunan data
objek dan subjek retribusi, penentuan besamya retribusi yang ferutang samnai
kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi sampai pengawasan
penyetorannya.

Kas Daerah adalah ¥as Daerah Kota Prabumuiih,



Th

20.

21

Nornor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat NPWRD adalah
nomor yang diderikan kepada Wajib Retribusi sebagat sarana dalam administrasi
pembayaran retribusi yang dipergunakan sebagal tanda pengenal din atau

identitas Wajib Retribusi dalam melaksanakan hak dan kewajiban retribusi.

Surat Ketetapan Retnbusi Daerah yang selanjuinya disingkat SKRD adalah surat

ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya Retribusi yang terutang.

Surat Setoran Refribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat
yang digunakan oleh wajib reiribusi untuk melakukan pembayaran atau
penyetoran Retribusi yang terutang ke kas daerah atau tempat pembayaran lain

vang ditetapkan oleh Walikota,

Sural tagihan Retricusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat
uniutk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administratif berupa bunga

atau denda.

BAB Il
MAKSLID DAN TUJUAN
Pasal 2

Pembentukan Peraturan Walikota ini dimaksudkan unfuk mengatur  Retribusi

Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi di wilayah Pemerintahan Kota

Frabumulit,

Pasal 3

Tujuan pembeniukan Peraturan Walikota ini adalah:

4.

Memeanuhi kebutuhan masyarakat terhadap layanan jasa telekomunikasi dengan
memperhatikan prinsip-prinsip Keselamatan, keamanan, kesehatan, keindahan,

keserasian dengan lingkungan sekitar dan kejelasan identitas.

Menetapkan Tanf Retribusi Pengawasan dan Pengendalian  Menara

Telekomunikasi.

Memberikan tarmbahan Pendapatan Azl Daerah (FPAD).

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur hal-hal sebagai berikut:



=
b.

C.

(3)

{2)

Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.
Penentuan Besarnya Tarif Retribusi.

Mekanisme Pemungutan Retribusi Menara.

BAE 11l

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNKASI

Pasal 5

Penyedia Menara danfatau Pengelola Menara wajib melakukan pemeliharaan,
perawatan, gan pemeriksazn kelaikan fungsi bangunan Menara secara berkala

zefiap tahun.

Hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan Menara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaporkan kepads Walikota melalui Dinas Perhubungan

Komunikasi dan Informatika Kota Praburmuiih.

FPasal 6

Kegiatan pemeliharaan dan perawatan Menara meliputi pembersihan,
pemeriksaan, pengujian, perbaikan danfatau penggantian bahan danfatau
periengkapan Menara, serta kegiatan sejenis lainnya berdasarkan pedoman

pengoperasian dan pemeliharaan Menara.

Pemeliharaan dan perawatan Menara dapat dilakukan oleh Penyedia Jasa yang
memenuhi kualifikasi dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-

Undangan.

Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan perawatan harus menerapkan prinsio-

prinsip keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 7

Pengawasan dan pengendalian terhadap Menara dilakukan oleh Satuan Kera
Perangkat Daerah (SKPD} yang mermbidangi masalah telekomunikasi dan

informatika.

Pengawasan dan pengendalian dilakukan medalui pemeriksaan administras dan
non administrasi antara lain rapat/pertemuan, inspeksi, serta monitoring dan

evaluasil.



{4}

Hasit dari pengawasan dan pengendalian dilaporkan kepada Walikota untuk

dijadikan pertimbangan dalam menentukan kebijakan selanjutnya.

Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat {1)

berpedoman pada ketenfuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TARIF RETRIBLUSI
Pasal 8

Penetapan besarnya farif refribusi pengendalian menara telekomunikasi
ditetapkan berdasarkan pada biaya pengawasan dan pengendalian menara

telekomunikasi.

Perhitungan tarif retribust sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lercantum dalam
Lampiran | Peraturan Walikota ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan

darn Peraturan Walikota ini.

BAB Y
MEKANISME PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 9

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.

Format SKRD sebagaimana tercantum datam Lampiran Il Peraturan Walikata in
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan darn Peraturan Walikota ini.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD} vyang membidangi Pos dan
Telekomunikasi ditunjuk sebagai wajib pungut terhadap retribusi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1)

BAB V!
MEKANISME PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 10

Pembayaran retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai dan luras

sekaligus.

Retribusi yang terutang harus dilunasi paling lambat 30 (tiga puluh) harn sejak
diterbitkannya SKRD.

Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah Kota Prabumulih pada Bank



{2}

{3}

{5)

Sumsel-Babel Cabang Kota Prabumulih danfatau Bendahara khusus pensnma

pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan informatika Kota Prabumulin.

Dalam hal pembayaran dilakukan melalui Bank Sumsel-Babei Cabang Kota
Prabumuiih, Waijib Reiribusi diharuskan menyampaikan fotocopy bukti setoran

atau bukii transfer kepada Kepala Dinas.

Dalam hal pembayaran ditakukan melalui Bendahara Khusus Fenerima pada
Dinas, maka hasil penerimaan retribusi harus di setor ke Kas Dasrah selambat-

lambatnya 1 x 24 {satu kali dua puluh empat)} jam.

Pasal 11

Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 10, diberikan fanda bukt

nembayaran berupa SSRD.

Format SSRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Il Peraturan Walikota inj

dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota inl.

Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

BAB VIl
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 12

Dalam hal wajib retribust tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau
kurang pambayaran, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2%
(dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang

bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Format STRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini

dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayal (3} didahului

dengan surat tequran.

Format surat teguran sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan
Walikota ini dan merupakan bagian yang tidak terpiszhkan dan Peraturan

Walikota ini.

Pengeluaran surat penagihan atau surat teguran atau surat peringatan atau surat
lain yang sejenis sebagal awal tindakan pelaksanaan penagihan reatribus,

dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) han sejak jatuh tempo pembayaran.




(1)

{2

{%)

(1)

(2}

BAB VI
INSENTIF PEMUNGUTARN
Pasal 13

Instansi yang melakukan pemungutan Retribusi dapat diberkan insentif atas

dasar pencapaian kinena tertentu.

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dasrai.
Pedoman pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dan dilaksanakan berdasarkan Keputusan Walikota tentang
Standarnisasi honoranum Kegiatan.
BAR IX
TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
Pasal 14
Dalam rangka Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi, dibentik
Tim Pengawas vyang ditetapkan oleh Kepala Dinas yang membidangi
Telekamunikasi.
Tugas Tim Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi
a. Memeriksa Kondisi Fisik Menara Telekomunikast;
b. Memeriksa identitas hukum Menara Telekomumkasi;
¢c. Memeriksa Kelengkapan pengaman Menara Telekomunikasi.
Hasil dari Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi dilaporkan
kepada Walikota melalui Kepala Dinas yang membidang: unfuk dijadikan
pertimbangan dalam menentukan kebijakan selanjutnya.
BAB X
SANKSI
Pasal 15
Dalam hal terdapat pelanggaran, Walikota setelah mendapat Rekomendasi dari
Tim Pengawas dapat memberikan sanksi administratif.
Sanksi administratif yang dimaksud pada ayat (1) adalah diberikan peringatan

secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang wakiu

masing-masing 7 (tujuh) hari kalender oleh Pemerintah Daerah.




Pasal 16

(1} Jika setelah diberikan peringatan secara fertulis sebagaimana dimaksud pada

Pasal 16 ayat (2), Penyedia Menara danfatau Pengelola Menara tidak

mengindahkan danfatau tidak melakukan pemenuhan kewajibannya, maka

dilakukan pencabutan IMB Menara.

(2} Pencabutan IMB Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diletapkan oleh

Walikota.

BAB Xl

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Praburnulih Nomor

8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Pengendalian Menara

Telekomunikasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Peraturan YWalikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sefiap crang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Prabumulih,

Dhundangkan di Prabumulin
pada tanggal 4 Npmasri 2016

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PRABUMULIH,

L

H. DJOHARUDDIN AIN{

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal 31 Dasiarmbear 2015

 WALIRGTARRABUMULIH,
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RERITA DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2015 NOMOR JZ




LAMPIRAN | PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH
NOMOR - 33 TAHUN 2015
TANGGAL 31 Dasemeee 2015

PERHITUNGAN TARIF RETRIBUSI

EPMT =TRx TP

_SPPD Daiam Daevah + BEM+ATK
- Kapasitas Pengawasan

_ H{150.000 x 2 orang)+ (12.6060 x 15 fiter)} x 22 hari + 1.000.000
3 menara perhari x 22 hari

(3{][:.131}{] +180.000) x 22 hari + 1.000.000
G6 menard

11.055640.000
Gh THenard

= Rp. 175152 - f{ Menara

RPMT =TRx TP
= Rp. 175.152,- x 12 Bulan
= Rp. 2.101.818,- per Menara { Tahun.

= Rp. 2.100.000,- per Menara { Tahun (Pembuiatan}.

Keterangan ;
RPMT . Retribusi Pengendalian Menara Telekemunikasi
TR . Tingkat Penggunaan Jasa

TR : Tarnf Reinbusi




L AMPIRAN il PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH

. 93 TAHUN 2015
- 31 Dusarebet 2015

NOMOR
TANGGAL

FORMULIR SURAT KETETAPAN RETRIBUS! DAERAH (SKRD)

FEMERINTAH KOTA PRABUMULIH SURAT KETETAFAN RETRIBUSI DAERAH _ NOMOR URUT
DINAS PERHUBUNGAN {SKRD) D s [
KOMUNIKASI PENGEMDALIAN MEMARA .
TELEKDMLNIKAS!
CAN INFORMATIKA Tanggal latuh Tempo
Tesminal Tipe B Jalan Lingker Timar Kel, JRERERY Kmi;“ﬁﬁ'ﬁ;”“ NEMDTE L
Hukaraja Kec. Prabumulin Selatan Kota e E ) -
Prabumuiih 31112, Masa Retribesi -1 Tahon :
W hpterpbemialit oo . Tahun |

1  Pemiik Menara

2 Alamat Fermlik

3 Lokasi (Alamat Meqara)
¥ alumahan/Fecamatan

4 Tingg Menara

5 MNPWRED

Dengan rincian sebagai berikut

: . Kode Rakaning 4

Jenis Retrbus: Dagrah Jurmleh {Re) :

Jumlah Kessuruhan |

Dengan huruf

FERHATIAN :

Prabumulil, oo s e

1. Horsp penyetoran ddakukan melalui Kas Daerah Koia
Frabumulih  Momar  Rekening ... .. Barik
cumSet Babel Cabang Kota Prabumulh atau Bendahara
Seperimaan Dinas Perhubungan Komunikas: dan [nformatika
Kata Prabumulih dengan menggunakan SKRD ini.

P

Apabila SKRD ini tidak ataw kurang dibayar setelah lewat
tangeal jatuh tempe sejak STRD i diterima dikenakan sanks
admimistratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per
bualan.

KEPALA DINAS KCMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KQOTA PRABUMULIH,

. Ors. H. SYARIFUDDIN, Ak., MM.
Pembina Utama Muda
KIP, 19571010 192303, 1.014

BUMLILIH,



LAMPIRAN Hl PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIE
NOMOR - 23 TAHUN 2015
TANGGAL - 3 Desembar 2015

FORMULIR SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH {SSED)}

PEMERINTAH KOTA PRABLMLULIH SUMTDiETﬂ“ﬂE"‘BSREDT}'"EUS' o ND“TR UlleI: .
DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASL PENGEHD‘TM'H i I | | | J
DAN INFORMATIKA TELEKOMUNLKAS] i s 5
Terminal Tipe B Jalan Lingkar Timue Kel. Sukaraja (PERDA KOTA PRABUMULIH NHGRIOR Tanguil ditub Tarmpi
Ker. Praburmulin Seintan Keta Prabumudib 31142, 1 TAHUN 2013}
wws kotaprabomoith oo M Masa Retnbusl @ 1 Taban
Tahun S D s L S s

Familik Menara

2  pAiamat Pemilik

4 Lokasi [Alamet Menara)

Kelurahan ¥ ecamatan

4 Tingg Menara

 weuh D [ (O [TO

& Menystor berdasarkan

Dwngan fincian sebagai bankul |

Mo, K.ode Rekaning Jenis Retibust Dasrab Jumlan (Rp)

Jurnlah Kessaluruhan '

Dengan hurof

HEFPALA DINAS KOMUNIKASI DAN | Ditenma Heh Praburmlifs ol
INFORMATIKA KOTA PRASUMULIH, ! Bendahara Penarimaan, :

Tanggai PENYETOR,

Cirs. M. SYARIFUDDIN, Ak, MM,
FPambirna Utama Muda
HIP. 189571010 1968303,1.014 { Mama Tarang | P, ]




L AMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH

- 33 TAHUN 2015
- 31 Doz © 2015

NOMOR
TANGGAL

FORMULIR SURAT TAGIHAN RETRIBUS| DAERAH {STRD}

PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH
DINAS PERHUBUNGAN
KOMUNIKASI]

DAN INFORMATIKA
Terminat Tgpe B Jalan Lingkas Timur Kol Sukarajs
Ker, Prabumolih Selakan Kata Prabumulin 31112,

[
SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH - NOMOR URUT

(sTRD) T [

%]

FEMGENDALIAN MENAKRA
TELEKOMUNIFASI
(FERDWA KOTA PRABUMULIH
NOMOR I TAHUN 2013)

Tanggal lateh Tempo :

M asa Retribusi :
| Tahun

www kgl ae il

1 Tahun

Pamiik Menara

Alamat Pornilik,

Lkasi tAlamatl Menara)

Kalurahan Kecamatan

Tinggi Menara

lewal tanggal jatun tempo sejak STRO ini diterima
dikenakan sanksi administratf berupa bunga sebesar
2% {dua persan) per bulan.

7N (1) O s L
1. Berdasarkan Undang-lindang Memeor 28 Tahun 2009 lentang Pajak Daerah gan Retrbus Dacrah dan !
Paraiuran Daergh ¥ola Prsburnulie Nomor 1 Fahun 2013 temang Retrbusi Pengendalian Mansra
Talekomunikasi, telah dilakukan perelitian dan atae pemeriksaan alas pelaksanzan  kewajiban
pambayaran Felfbusi Pengendalian Menara Telakomurtkasi ©
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2. Dan pengliian dan alau pemenksasn lerschut datas, parhilungan jumiah yang harus dibayar adalah
gebaga benkul : i
a. Felribusi yang kurang dibayar Rp.
b. Sanksi administratva (bunga 2 %) BE o Ree R e
¢, Jumlah yang haus dibayar {a+b) R :
I
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PERHATIAN : Prabumubi, e e
1 Penyetoran  dilakukan melalui Kas Daerah  Kola
Prabumulin Momor Rekening ... . . | KEPALA DINAS KOMUNIKAS] DAN
Bark Sum3sl Habel Cabang Kota Praburnchi atau | INFORMATIKA KGTA PRABUMULIH,
Bendahara Fanerimaar: Dishubkomindo Kota -
Prabwrnulih dengan menggunakan (STRLDY) ini.
?. aApabila STRC wi tidak alaw kurang dibayar setelan

Drs. H. SYARIFUDDIN, Ak., MR,
Pembina thama Muda
MIP. 19571010 198305.1.014




